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Abstract Penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan
ekonomi di Indonesia. Meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan
ekonomi yang signifikan dan penurunan angka kemiskinan, ketimpangan
pendapatan tetap menjadi masalah yang serius. Data menunjukkan bahwa 1%
populasi terkaya menguasai 46,6% dari total kekayaan. Kebijakan fiskal, melalui
pajak progresif dan pengeluaran sosial, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat
redistribusi pendapatan yang efektif. Namun, tantangan seperti rendahnya
kepatuhan pajak, sistem perpajakan yang kurang progresif, dan distribusi
sumber daya yang tidak merata masih ada. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka untuk menilai efektivitas
kebijakan fiskal. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif,
seperti penurunan indeks Gini dan pengurangan kemiskinan, diperlukan untuk
memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, dan
mengoptimalkan alokasi pengeluaran sosial ke sektor Pendidikan dan
Kesehatan. Kebijakan fiskal yang tepat dan tata kelola pemerintahan yang baik
dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencapai
pertumbuhan yang inklusif di Indonesia.
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1. INTRODUCTION
Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, memiliki tingkat krisis dalam
pertumbuhan ekonomi beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di
Indonesia juga didorong oleh penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk yang tergolong
miskin di Indonesia berkurang dari 54 juta pada tahun 1997 menjadi 25, 90 juta pada tahun 2023
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Meskipun Indonesia berhasil mencapai
peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, hal ini tidak

sejalan dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara ini.

Terdapat hubungan negatif antara pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan

nilai 0,41 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup efektif dalam
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mengatasi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang signifikan merugikan Masyarakat,
sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak memberikan dampak yang berarti bagi
kelompok berpendapatan rendah. Birdsall (2005) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan
dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sejarah menunjukkan contoh yang jelas, seperti
perbandingan antara Korea Selatan dan Filipina. Kedua negara ini memiliki kondisi ekonomi yang
serupa pada tahun 1960, tetapi kini terdapat kesenjangan yang besar. Salah satu faktor utama
mempengaruhi perbedaan ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan di awal perkembangan, di
mana Korea Selatan memiliki distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan Filipina (Benabo,
1996). Todaro dan Smith (2006) juga menekankan bahwa ketimpangan pendapatan dapat
menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan dapat mengganggu

stabilitas sosial.

Ketimpangan ekonomi adalah masalah penting yang terus menjadi tantangan utama diberbagai
negara berkembang. Ketidaksetaraan ini terlihat dari distribusi pendapatan yang tidak seimbang,
perbedaan dalam akses terhadap pendidikian dan layanan Kesehatan, serta adanya disparitas yang
signifikan dalam peluang ekonomi. Berdasarkan Global Wealth Report 2018 yang diterbitkan oleh
Credit Suisse, 1% populasi terkaya di Indonesia menguasai 46,6% dari total kekayaan penduduk
dewasa, sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan tersebut. Hal ini,
menunjukkan bahwa segmen kaya di negara ini memperoleh manfaat yang signifikan dari
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kondisi ini mencerminkan tingginya
ketimpangan Indonesia, yang berpotensi menjadi isu serius di masa mendatang. Tambunan (2001a)
mengemukakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan dua tantangan utama
yang sering dihadapi oleh negara-negaraa berkembang, yang ditandai dengan ketidakmerataan
distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat ekonmi yang pesat dapat dicapai selama fase
pembangunan, hal ini sering kali disertai dengan masalah seperti pengangguran, kemiskinan di
daerah pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta ketidakseimbangan structural

(Sjahrir, 1986).

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif, terutama di negara
yang berkembang, melalui dua instrument utama; perpajakan progresif dan pengeluaran sosial.
perpajakan progresif mengenakan beban pajak yang lebih tinggi pada individua tau entitas dengan
pendapatan yang lebih tinggi, bertujuan mengurangi disparitas pendapatan. Sementara itu,
pengeluaran sosial, seperti subsidi, dan bantuan langsung tunai, serta investasi dalam pendidikan
dan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan

mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Zulma, 2020; Imtiyazari, 2023).



Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengatasi ketimpangan
ekonomi di negara ini. Beberapa Langkah yang diambil meliputi redistribusi pendapatan melalui
pajak progresif, pemberian subsidi disektor-sektor yang kurang berkembang, serta pengeluaran
publik yang diarahkan kepada sektor-sektor yang memerlukan dukungan (Dwi, 2023). Namun,
penelitian oleh Alfirman et al., (2015) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiscal yang
diterapkan memberikan dampak positif, hal ini belum cukup untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi secara signifikan. Pada penelitian tersebut mencatat bahwa kebijakan fiskal berhasil
menurunkan indeks Gini dari 0,394 menjadi 0,370 dan mengurangi persentase penduduk miskin di
Indonesia dari 12,1% menjadi 10,5%. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak
warga Indonesia yang tidak membayar pajak penghasilan, dan 40% dari populasi miskin

terpengaruh oleh kemiskinan yang disebabkan oleh pajak dan transfer.

Dalam konteks negara berkembang, upaya redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan demografi. Menurut studi Inndonesia Treasury Review
(2023), faktor-faktor seperti tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), demografi, dan good governance
berpengaruh signifikan terhadap upaya pengumpulan pajak di Asia Pasifik. Negara dengan PDB
lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengumpulkan pajak dan melakukan
pengeluaran sosial yang lebih besar. Sebaliknya, negara dengan PDB rendah menghadapi kesulitan
dalam pengumpulan pajak dan memiliki pengeluaran sosial yang terbatas, sehingga ketimpangan
ekonomi tetap menjadi masalah serius (Fahmi, 2019). Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi
di negara berkembang sangat bergantung pada penerapan good governance. Penelitian
menunjukkan bahwa negara-negara dengan tata kelola pemerintah yang baik, hal ini mencakup
aspek seperti, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat cenderung lebih sukses dalam
melaksanakan kebijkan fiscal yang efektif. Di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan
yang transparan dan akuntabel, pengeluaran sosial biasanya lebih efisien dan tepat sasaran,
sehingga dampak positif terhadap ketimpangan ekonomi lebih terasa (Nusiantari & Swasito, 2020).
Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, penggunaan anggaran public
sering kali disalahgunakan, dan kebijakan redistribusi tidak dapat menjangkau kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan
ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Bappenas (2020), pemenrintah telah berusaha
meningkatkan pengeluaran sosial dan memperbaiki sistem perpajakan untuk mengurangi
ketimpangan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, seperti ketidakmerataan dalam

distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Temuan oleh Ravallion dan Chen (2007)
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mendukung pernyataan bahwa peningkatan akses terhadap layanan dasar berpotensi mengurangi
ketimpangan.

Kebijakan ekonomi memiliki peranan penting karena tidak semua kebijakan dapat berjalan
sesuai rencana. Kebijakan ini menjadi dasar bagi semua aktivitas yang berkaitan dengan
perekonomian, baik skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan
ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, sangat relevan. Menurut Rahayu dan Ani Sri (2014), kebijakan
fiskal adalah langkah yang diambil pemerintahan untuk mengarahkan perekonomian negara maju
kondisi yang lebih baik dengan menyesuaikan pendapatan dan belanja pemerintah. Menurut
Musgrave (1959), terdapat tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya,
distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah
difokuskan pada program sosial dan Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi
ketimpangan. Disisi lain, sistem perpajakan yang bersifat regresif dapat memperburuk kondisi
ketimpangan tersebut. Tugas negara adalah mengelola kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas
dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dengan menerapakan
kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN
merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan, seperti pajak, dan pengeluaran, yang
berpengaruh pada pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, dan distribusi pendapatan
(Nasution, 2020). Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitias dan
pembangunan (Damanhuri dan Findi, 2014).

Struktur perpajakan di Indonesia berkontribusi terhadap kepentingan pendapatan. Penelitian
oleh Piketty dan Saez (2003) mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang progresif dapat
membantu mengurangi ketimpangan. Namun, di Indonesia sistem perpajakan masih dianggap
kurang progresif, dengan sebagian besar pendapatan pajak berasal dari pajak konsumsi yang
bersifat regresif (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan sangat di perlukan

untuk mencapai tujuan pengurangan ketimpangan.

Beberapa dari studi empiris telah dilakuakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal
terhadap ketimpangan di Indonesia. penelitian oleh Suryahadi et al (2019) menemukan bahwa
peningkatan pengeluaran sosial memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan, sementara
pengurangan pajak untuk kelompok erpenghasilan tinggi dapat meningkatkan ketimpangan. Selain
itu, analisis dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang inklusif dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan.



2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research)
untuk menganalisis pengaruh kebijakan fisikal terehadap ketimpangan ekonomi di negara Indonesia.
Metode studi pustaka dipilih karena memu ngkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan
menganalisis data sekunder dan berbagai sumber, seperti jurnal akademis, laporan pemerintah, dan
dokumen kebijakan yang relevan. Terdapat empat tahap yang perlu dilakukan dalam studi pustaka,
pertama menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, selanjutnya menyusun bibliografi kerja
untuk mengorganisasi sumber-sumber yang akan digunakan, tahap ketiga adalah mengatur waktu
dengan baik agar proses penelitian berjalan lancar, terakhir membaca dan mencatat materi penelitian
yang relevan (Menurut Zed, 2004). Peneliti juga melakukan analisis data yaitu dengan menggunakan
analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.
Peneliti juga akan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema seperti efektivitas pajak progresif,
dampak pengeluaran sosial, dan tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal,
termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah, secara signifikan memengaruhi
pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Sem Rantebua
et al.,, 2020). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
yang mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang dan diimplementasikan untuk

mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

3. FINDINGS AND DISCUSSION
3.1 Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah
untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, dengan tujuan mencapai pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menurut Rantebua (2020), kebijakan ini berfungsi untuk
mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik melalui pengaturan penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfokus

pada aspek keuangan, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut.

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan setiap
tahunnya. Samuelson dan Nordhaus (1997) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses
pembentukan perpajakan dan pengeluaran yang bertujuan untuk mengatur fluktuasi siklus
bisnis. Dalam konteks ini, APBN memiliki beberapa fungsi, seperti otorisasi, perencanaan, dan
pengawasan (RI, 2003), yang memperkuat peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas

ekonomi.
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3.2 Tantangan dalam Kebjiakan Fiskal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah ketidakmerataan dalam
distribusi pendapatan. Zulma (2020) menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu
mereduksi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme redistribusi, seperti pajak progresif dan
pengeluaran sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiarti dan Subekti (2020), yang
menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang efisien dan transparan dapat meningkatkan
dampak redistributif dari pajak. Ketidakmerataan ini menjadi semakin mengkhawatirkan,

terutama di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator ketidakmerataan pendapatan yang signifikan adalah rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Alfirman et al. (2015) mencatat bahwa banyak warga yang
tidak membayar pajak penghasilan, yang berakibat pada peningkatan ketimpangan. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pajak progresif dirancang untuk mereduksi
ketimpangan, efektivitasnya dapat terhambat oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap

kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Nusiantari dan Swasito (2020) mencatat bahwa rendahnya kesadaran wajib
pajak dan kualitas administrasi perpajakan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang
diperlukan untuk mendanai program-program sosial. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan
pajak melalui pendidikan perpajakan dan transparansi menjadi sangat penting. Pendidikan
perpajakan yang baik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kontribusi mereka

terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pengeluaran sosial, kebijakan yang diarahkan untuk program-program
pendidikan dan kesehatan juga sangat vital. Ma'ruf dan Andriansyah (2022) menjelaskan bahwa
peningkatan belanja pemerintah di sektor-sektor ini selama masa pandemi COVID-19 telah
berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian. Ini menunjukkan
bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat memberikan manfaat langsung kepada

kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di masa krisis.

3.3 Optimalisasi Kebijakan Fiskal

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, tetapi juga berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif.
Nasution (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan
kesehatan, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam

perekonomian.



Kebijakan fiskal di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek redistribusi yang adil.
Dalam hal ini, pajak progresif berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. Widiarti
dan Subekti (2020) berpendapat bahwa sistem perpajakan yang efektif harus mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Tanpa dukungan
dari sistem administrasi perpajakan yang baik, potensi kebijakan fiskal untuk mengurangi

ketimpangan akan terhambat.

Selanjutnya, pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran juga tidak bisa diabaikan.
Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efisien untuk
program-program yang bermanfaat, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan perpajakan.
Fahmi (2019) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran

publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal juga
sangat penting. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami dan mendukung kebijakan yang
diterapkan. Sutikno (2020) menyatakan bahwa pemberian informasi yang jelas dan aksesibilitas
terhadap data anggaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pengeluaran pemerintah.

Untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan yang diinginkan, pemerintah perlu
melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan pengeluaran publik. Dengan mengadopsi
praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, Indonesia dapat
memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal. Imtiyazari (2023) menunjukkan bahwa peningkatan
kapasitas administrasi perpajakan dan pengelolaan anggaran yang transparan dapat

memperkuat dampak redistributif dari kebijakan fiskal.

Akhirnya, kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten
dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ini bukan
hanya tentang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap
individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan
memperhatikan semua faktor ini, Indonesia dapat menciptakan sistem kebijakan fiskal yang
lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang

lebih merata dan adil.

4. CONCLUSION
Dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal di

Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun
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masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, sistem perpajakan yang kurang progresif
dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menghambat efektivitas redistribusi pendapatan. Kedua,
meskipun pengeluaran sosial telah membantu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan,
alokasinya belum sepenuhnya tepat sasaran. Ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk
aspek transparansi dan akuntabilitas, merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas
kebijakan fiskal. Oleh karena itu, untuk mencapai pengurangan ketimpangan ekonomi yang lebih
signifikan, diperlukan reformasi dalam sistem perpajakan, optimalisasi pengeluaran sosial, dan
peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan langkah-langkah tersebut, yang diharapkan kebijakan
fiskal dapat lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil di Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada sistem
perpajakan dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi dan menyederhanakan proses pembayaran
pajak. Anggaran untuk bantuan sosial, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, harus lebih
terarah, dengan fokus pada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, peningkatan transparansi
dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah kebocoran dana. Edukasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat dari program-program pemerintah
juga perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah praktis ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam

menciptakan pemerataan ekonomi.
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